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Abstract: Digital transformation through the implementation of E-
Government aims to create efficient, transparent and accountable governance.
However, in practice, this process is often hampered by corrupt practices that
undermine the spirit of digitalization. This research examines the impact of the
Ministry of Communication and Information Technology's misappropriation
of funds for the 4G BTS development project, which caused state losses of

dan limu Politik, Jakarta, Indonesia. Rp8.32 trillion, on E-Government governance in Indonesia. Using a
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descriptive qualitative approach and a case study method, this research will
examine the impact of funding irregularities on the effectiveness of E-

Government governance. The results show that corruption in the project not

only hampered equitable access to digital infrastructure, but also undermined
public trust and worsened the quality of digital services, especially in
disadvantaged areas. The research also proposes preventive strategies that
include strengthening digital surveillance, implementing anti-corruption
technologies, and actively involving oversight institutions and the public in the
procurement and implementation process of government digital projects. The
findings are expected to serve as a policy reference in promoting government
digital transformation with integrity and sustainability.

Keywords: E-Government, Corruption, 4G BTS, Digital Transformation, Good
Governance.

1. Introduction

Transformasi digital telah menjadi salah satu agenda utama dalam pembangunan nasional
guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel
melalui penerapan Electronic Government (E-Government). E-Government merupakan
penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK)
untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dalam hubungannya dengan masyarakat,
komunitas bisnis, serta kelompok pemangku kepentingan lainnya, guna mencapai good
governance (World Bank, 2001). Penerapan E-Government didasarkan pada sejumlah prinsip
dasar yang menjadi fondasi pelaksanaannya, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas,
independensi, dan keadilan. Apabila prinsip-prinsip tersebut diterapkan secara konsisten
dalam tata kelola pemerintahan, maka good governance dapat terwujud dan kinerja
pemerintahan pun akan meningkat (Azizah & Najicha, 2022). Di Indonesia, implementasi E-
Government dilatarbelakangi oleh meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan
publik yang responsif, andal, mudah diakses, serta mampu menjangkau seluruh wilayah,
termasuk daerah-daerah terpencil. Selain itu, masyarakat juga mengharapkan agar aspirasi dan
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partisipasinya lebih diperhatikan dalam proses perumusan kebijakan publik (Sosiawan, 2015).
Untuk menjawab tuntutan tersebut, percepatan transformasi digital perlu dilakukan secara
menyeluruh dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini penting untuk memastikan
bahwa seluruh lapisan masyarakat dapat mengakses dan merasakan manfaat dari layanan
publik digital secara adil, merata, dan berkelanjutan.

Namun, dalam praktiknya, transformasi digital tidak selalu berjalan dengan mulus. Ironi
muncul ketika proyek-proyek digitalisasi justru menjadi lahan baru bagi praktik korupsi.
Korupsi merupakan perilaku menyimpang dari tugas resmi suatu jabatan negara demi
keuntungan pribadi, baik untuk diri sendiri, keluarga, maupun kelompok tertentu, serta
melanggar aturan pelaksanaan tugas tersebut (Kristianto & MM, 2022). Meskipun E-
Government dirancang untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, dalam
pelaksanaannya, program digitalisasi kerap disalahgunakan oleh oknum yang memanfaatkan
celah dalam sistem. Berbagai kasus, seperti penggelembungan anggaran, pengadaan perangkat
lunak dan perangkat keras yang tidak sesuai spesifikasi, hingga proyek fiktif, menunjukkan
bahwa praktik korupsi dapat ikut berkembang seiring dengan kemajuan teknologi. Kondisi
ini menunjukkan bahwa keberhasilan E-Government tidak dapat hanya bergantung pada
kecanggihan teknologi, tetapi juga harus ditopang oleh integritas aparatur negara, sistem
pengawasan yang efektif, serta regulasi yang tegas dan transparan di setiap tahap
implementasinya.

Salah satu contoh nyata kasus korupsi yang menimbulkan keprihatinan publik di Indonesia
adalah penyimpangan dana dalam proyek pembangunan Base Transceiver Station (BTS) 4G
oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), yang diduga menyebabkan
kerugian negara sebesar Rp8,32 triliun. Kasus ini bermula pada Desember 2021, ketika
laporan pertanggungjawaban menunjukkan bahwa tidak ada satu pun menara BTS yang
berhasil dibangun selama dua tahun, meskipun dana proyek telah dicairkan. Kejaksaan Agung
kemudian memulai proses penyelidikan dan memeriksa sejumlah pihak, termasuk Direktur
Utama PT Sansaine Exindo, Jimmy Sutjiawan, pada 21 November 2022. Setelah melalui
serangkaian pemeriksaan dan penggeledahan, Kejaksaan Agung menetapkan tujuh orang
sebagai tersangka, termasuk Menteri Komunikasi dan Informatika saat itu, Johnny G. Plate,
yang kemudian resmi ditahan pada 17 Mei 2023 (Sufa, 2023). Kasus ini menjadi bukti nyata
bahwa proyek digital berskala besar sangat rentan terhadap penyalahgunaan wewenang
apabila tidak disertai dengan pengawasan yang ketat dan sistem akuntabilitas yang kuat.
Meskipun proyek ini bertujuan untuk memperluas akses internet di wilayah tertinggal, praktik
korupsi yang terjadi justru menghambat pencapaian tujuan tersebut, serta merusak
kepercayaan publik terhadap program digital pemerintah.

Kasus ini menarik untuk diteliti karena kasus ini tidak hanya menimbulkan kerugian bagi
negara, tetapi juga menghambat akses masyarakat terhadap infrastruktur digital yang
dijanjikan oleh pemerintah, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Kondisi
ini menunjukkan bahwa keberadaan teknologi digital saja tidak cukup untuk menjamin
perbaikan tata kelola pemerintahan tanpa disertai integritas dan sistem pengawasan yang kuat.
Korupsi dalam proyek BTS 4G menjadi bukti nyata bahwa transformasi digital dapat berubah
menjadi ancaman apabila tidak dilandasi oleh prinsip-prinsip good governance. Implementasi
E-Government pada dasarnya memiliki potensi besar dalam meningkatkan transparansi
birokrasi, dan memperkuat akuntabilitas pemerintahan. Namun, potensi tersebut sulit
terwujud apabila praktik korupsi terus terjadi dan merusak integritas kelembagaan akibat
lemahnya akuntabilitas dari para pemangku kepentingan (Putri et al., 2024). Oleh karena itu,
penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kasus korupsi proyek BTS 4G Kominfo
terthadap tata kelola E-Government di Indonesia, serta mengkaji strategi yang dapat
diterapkan pemerintah untuk memperbaiki sistem tata kelola tersebut agar kasus serupa tidak
terulang di masa mendatang. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi
nyata dalam memperkaya pemahaman mengenai dampak korupsi, sekaligus menjadi bahan
evaluasi bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif, transparan, dan
akuntabel ke depannya.

@ G) @ This open access atticle is distributed under a Creative Commons Attribution (CC-BY-NC) 4.0 1047
L ﬁ license.



Ahmad, et.al., ARRUS Journal of Social Sciences and Humanities, Vol. 5, No. 3 (2025)
https://doi.org/10.35877/soshum4022

ISSN: 2776-7930 (Print) / 2807-3010 (Online)

2. Literature Review
2.1 Penelitian Terdahulu

Pasya dan Reznanda (2024) dalam jurnal “Dampak Korupsi dalam Pembangunan
Infrastruktur BTS 4G terhadap Kualitas E-Government di Indonesia”, menganalisis
pengaruh praktik korupsi dalam proyek pembangunan infrastruktur jatingan BTS 4G
terthadap kualitas penyelenggaraan E-Government di Indonesia. Dengan menggunakan
pendekatan kualitatif melalui metode studi kasus, penelitian ini menemukan bahwa praktik
korupsi dalam proyek tersebut tidak hanya mengakibatkan kerugian negara hingga mencapai
Rp8 triliun, tetapi juga merusak kredibilitas pemerintah dalam mewujudkan sistem E-
Government yang efisien dan transparan. Penelitian ini memiliki relevansi yang tinggi dengan
fokus penelitian kami, yaitu sama-sama menyoroti dampak korupsi terhadap proyek
infrastruktur digital serta tata kelola E-Government. Namun, perbedaan utama terletak pada
pendekatan yang digunakan. Penelitian ini lebih menekankan pada analisis dampak korupsi
yang telah terjadi, sedangkan penelitian kami berupaya merumuskan strategi preventif guna
mencegah terjadinya korupsi di masa mendatang.

Wardana et al. (2024) dalam jurnal “Persepsi Masyarakat terhadap Integritas Politikus dalam
Konteks Skandal Korupsi BTS (Base Transceiver Station)”, menganalisis persepsi publik
terhadap integritas politisi yang terlibat dalam skandal korupsi BTS. Melalui pendekatan
kualitatif dengan metode wawancara dan analisis media, penelitian ini menemukan bahwa
skandal tersebut menyebabkan penurunan signifikan dalam tingkat kepercayaan masyarakat
terhadap para politisi. Selain itu, penelitian ini juga mengungkap lemahnya akuntabilitas dan
transparansi dalam pemerintahan. Penelitian ini relevan dengan penelitian kami karena sama-
sama membahas dampak korupsi terhadap kepercayaan publik dan tata kelola pemerintahan.
Namun, terdapat perbedaan fokus antara kedua penelitian. Penelitian ini menitikberatkan
pada persepsi masyarakat terhadap politisi yang terlibat dalam skandal korupsi, sementara
penelitian kami berfokus pada dampak penyimpangan dana proyek BTS 4G terhadap tata
kelola E-Government di Indonesia.

Rizqy dan Putra (2023) dalam jurnal “Menggali Akar Masalah Korupsi di Indonesia: Analisis
terhadap Faktor-Faktor Pendorong dan Solusi Pemberantasannya”, menganalisis berbagai
faktor struktural dan politik yang menjadi pendorong utama terjadinya korupsi di Indonesia,
dengan menjadikan kasus korupsi proyek BTS 4G sebagai studi utama. Melalui pendekatan
kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka, penelitian ini mengidentifikasi lemahnya
sistem pengawasan, adanya intervensi politik, serta minimnya transparansi dan akuntabilitas
sebagai akar permasalahan dalam pelaksanaan proyek-proyek pemerintah. Kesamaan
penelitian ini dengan penelitian kami terletak pada fokusnya terhadap kasus korupsi dalam
proyek BTS 4G. Namun, perbedaannya tetletak pada ruang lingkup pembahasan. Penelitian
ini secara umum mengulas faktor-faktor penyebab korupsi, tanpa secara khusus membahas
prinsip-prinsip E-Government. Sementara itu, penelitian kami lebih menitikberatkan pada
dampak korupsi terhadap pengembangan dan efektivitas sistem E-Government di Indonesia.

Nasution et al. (2024) dalam jurnal “Pengaruh Tindak Pidana Korupsi Megaproyek BTS (Base
Transceiver Station) oleh Kominfo terhadap Tingkat Kepercayaan Mahasiswa Ilmu Politik
UPN Veteran Jakarta”, menganalisis dampak tindak pidana korupsi dalam megaproyek BTS
yang melibatkan Kementerian Kominfo terhadap tingkat kepercayaan mahasiswa. Metode
yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan pendekatan eksperimental, di mana data
diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 100 mahasiswa Ilmu Politik. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi tersebut memiliki pengaruh signifikan terhadap
tingkat kepercayaan mahasiswa, yang mencerminkan dampak negatif korupsi terhadap
kepercayaan publik. Persamaan penelitian ini dengan penelitian kami terletak pada fokusnya
yang sama-sama menyoroti dampak korupsi dalam proyek BTS 4G terhadap kepercayaan
publik. Sedangkan, perbedaan utama antara penelitian ini dan penelitian kami, yaitu penelitian
ini lebih terfokus pada persepsi mahasiswa, sementara penelitian kami akan menggali lebih
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dalam pada dampak korupsi terhadap tata kelola digital dan kebijakan E-Government di
Indonesia.

Dewi et al. (2024) dalam jurnal “Analisis Kasus Korupsi Pembangunan Base Transceiver
Station dalam Perspektif Etika Hukum”, menganalisis faktor-faktor yang memicu terjadinya
tindak korupsi dalam proyek pembangunan BTS 4G di Indonesia, serta mengkaji upaya
pencegahan korupsi melalui pendekatan etika hukum. Metode yang digunakan adalah
pendekatan kualitatif dengan studi literatur, yang mengacu pada berbagai sumber hukum dan
teori, khususnya Teori Deontologi yang dikemukakan oleh Immanuel Kant. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa proyek BTS 4G mengalami penyimpangan dana yang signifikan, dengan
total kerugian negara mencapai Rp8 triliun akibat praktik korupsi yang melibatkan pejabat
tinggi, termasuk mantan Menteri Kominfo. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian
kami terletak pada fokusnya yaitu dampak korupsi terhadap tata kelola dan pembangunan
infrastruktur digital di Indonesia, serta implikasinya terhadap kualitas layanan publik. Namun,
terdapat perbedaan utama dalam aspek kajian. Penelitian ini menitikberatkan pada analisis
etika hukum dan faktor penyebab korupsi, sedangkan penelitian kami lebih memfokuskan
pada dampak penyimpangan dana proyek BTS 4G terhadap tata kelola E-Government di
Indonesia.

Meskipun sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas kasus korupsi BTS 4G dari
berbagai perspektif, seperti kepercayaan publik, etika hukum, dan akar penyebab struktural,
namun belum ada penelitian yang secara khusus dan mendalam mengaitkan kasus tersebut
dengan kerentanan sistemik dalam tata kelola E-Government di Indonesia. Sebagian besar
penelitian terdahulu lebih berfokus pada dampak umum atau persepsi masyarakat, tanpa
mengulas secara langsung bagaimana kelemahan dalam tata kelola digital pemerintahan turut
berkontribusi terhadap tetjadinya penyimpangan proyek. Oleh karena itu, penelitian ini
bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menelusuri secara komprehensif
dampak korupsi terhadap tata kelola E-Government, serta menawarkan strategi preventif
guna mencegah praktik serupa di masa mendatang. Penelitian ini diharapkan dapat
memberikan kontribusi nyata bagi penguatan sistem E-Government melalui pendekatan
kebijakan yang berlandaskan pada prinsip integritas, transparansi, dan akuntabilitas.

2.2 Korupsi

Korupsi merupakan fenomena yang kompleks, tidak hanya mencerminkan penyimpangan
moral individu, tetapi juga berkaitan erat dengan struktur politik, ekonomi, dan sosial suatu
negara. Salah satu teori utama yang digunakan untuk menjelaskan korupsi adalah teori
principal-agent. Teori ini berasal dari disiplin ilmu ekonomi dan teori institusional, yang
dikembangkan sebagai pendekatan untuk memahami korupsi oleh Rose-Ackerman dan
Robert Klitgaard (Mungiu-Pippidi & Hardmarnn, 2019). Dalam kerangka ini, korupsi terjadi
karena adanya pemisahan antara pemegang kekuasaan (principal), seperti rakyat atau negara,
dengan agen yang diberi mandat untuk menjalankan kekuasaan tersebut, yaitu pejabat publik
(Kuntadi et al., 2022). Ketika mekanisme pengawasan tidak berjalan efektif dan insentif untuk
melakukan penyimpangan lebih besar daripada risiko yang dihadapi, agen cenderung
terdorong untuk melakukan tindakan korupsi demi kepentingan pribadi. Selain itu, teori rent-
seeking menjelaskan bahwa korupsi juga dapat terjadi ketika individu atau kelompok berusaha
memperoleh keuntungan ekonomi tidak melalui produktivitas, melainkan dengan
memanipulasi kebijakan publik atau sistem birokrasi (Dinca et al.,, 2021). Dalam konteks
proyek pemerintah, misalnya, pelaku dapat melakukan suap atau kolusi untuk memenangkan
proyek atau memanipulasi anggaran. Tindakan semacam ini tidak hanya merugikan negara
secara finansial, tetapi juga menurunkan efisiensi dalam alokasi sumber daya publik.

Pendekatan penting lainnya dalam memahami korupsi adalah teori klientelisme atau
patronase politik, yakni suatu kondisi di mana hubungan personal antara elit politik dan
pelaku usaha memengaruhi distribusi sumber daya negara. Dalam sistem ini, alokasi sumber
daya tidak didasarkan pada prinsip meritokrasi, melainkan pada kedekatan pribadi dan
loyalitas politik. Di negara-negara berkembang, praktik seperti ini cukup lazim, di mana

@ G) @ This open access atticle is distributed under a Creative Commons Attribution (CC-BY-NC) 4.0 1049
L ﬁ license.



Ahmad, et.al., ARRUS Journal of Social Sciences and Humanities, Vol. 5, No. 3 (2025)
https://doi.org/10.35877/soshum4022

ISSN: 2776-7930 (Print) / 2807-3010 (Online)

proyek-proyek besar milik negara sering dimanfaatkan oleh elit politik untuk memperkuat
jaringan patronase melalui pemberian proyek kepada pihak-pihak yang loyal secara politik.
Lebih lanjut, Klitgaard dalam rumus terkenalnya menyatakan bahwa “Korupsi = Monopoli
+ Diskresi — Akuntabilitas” (Holmes, 2020). Artinya, potensi korupsi akan sangat tinggi
apabila seorang pejabat memiliki kekuasaan monopoli dalam pengambilan keputusan,
memiliki wewenang besar dalam pengelolaan sumber daya (diskresi), namun tidak disertai
dengan mekanisme akuntabilitas yang memadai. Kerangka ini sangat relevan untuk
menganalisis pelaksanaan proyek-proyek publik, di mana monopoli informasi dan lemahnya
pengawasan sering menjadi faktor utama yang mendorong terjadinya korupsi.

2.3 E-Government

E-Government merupakan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam
proses pemerintahan untuk mempermudah transaksi serta komunikasi antara pemerintah,
sektor swasta, dan masyarakat. Tujuan utama dari penerapan E-Government adalah untuk
meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas kinerja pemerintahan
kepada publik (Hartono & Mulyanto, 2010). Jenis-jenis E-Government dapat diklasifikasikan
ke dalam tiga kategori utama. Pertama, publikasi, yaitu bentuk komunikasi satu arah dari
pemerintah kepada masyarakat melalui internet. Kedua, interaksi, yang merupakan
komunikasi dua arah antara pemerintah dan pihak-pihak terkait. Ketiga, transaksi, yaitu
bentuk interaksi dua arah yang melibatkan pertukaran informasi dan layanan, termasuk
transaksi keuangan (Indrajit, 20006). Langkah awal pemerintah Indonesia dalam
mengembangkan sistem pemerintahan berbasis TIK ditandai dengan diterbitkannya Instruksi
Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-
Government. Melalui instruksi tersebut, pemerintah mengarahkan para pejabat lembaga
untuk mengambil langkah konkret dalam mengimplementasikan E-Government secara
nasional. Para pejabat diminta untuk menyusun dan melaksanakan rencana tindak lanjut serta
melakukan koordinasi dengan Menteri Komunikasi dan Informatika guna menjalankan
instruksi tersebut secara optimal (Iswandari, 2021).

Keberhasilan implementasi E-Government sangat bergantung pada penerapan prinsip-
prinsip good governance. Lima prinsip utama good governance, yaitu transparansi,
akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan keadilan, yang merupakan landasan penting
untuk memastikan bahwa transformasi digital dalam pemerintahan tidak hanya menciptakan
sistem yang efisien, tetapi juga adil dan dapat dipercaya. Sebagai contoh, prinsip transparansi
dapat diwujudkan melalui penyediaan informasi publik secara daring (online), sedangkan
akuntabilitas dapat diperkuat dengan menghadirkan sistem pelacakan layanan digital yang
jelas dan terbuka. Namun, apabila prinsip-prinsip tersebut diabaikan, digitalisasi justru dapat
membuka celah bagi praktik korupsi. Oleh karena itu, penerapan E-Government harus
didukung oleh komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat
maupun daerah. Tanpa pengawasan yang memadai dan penerapan prinsip good governance
secara konsisten, pemanfaatan teknologi informasi dalam pemerintahan berisiko menjadi alat
penyalahgunaan kekuasaan, memperburuk kualitas birokrasi digital, serta memperlebar
kesenjangan akses informasi.

2.4 Transformasi Digital

Transformasi digital merupakan proses menyeluruh yang mengubah cara organisasi, termasuk
institusi pemerintahan, dalam menjalankan fungsi, memberikan layanan, dan berinteraksi
dengan masyarakat melalui pemanfaatan teknologi digital. Konsep ini tidak hanya terbatas
pada digitalisasi dokumen atau alih proses manual ke bentuk elektronik, melainkan mencakup
perubahan mendasar dalam budaya organisasi, model layanan, serta hubungan antara
pemerintah dan warganya (Tangi et al., 2021). Dalam sektor publik, transformasi digital
bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, serta partisipasi masyarakat melalui
penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Umumnya, transformasi ini
diwujudkan melalui inisiatif E-Government, yaitu pemanfaatan teknologi digital untuk
menyediakan layanan publik, menyederhanakan proses birokrasi, dan memperkuat tata kelola
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pemerintahan. Agar transformasi digital di sektor publik berjalan efektif, diperlukan
pendekatan yang berpusat pada warga negara (citizen-centric), integrasi data antarinstansi,
serta kepemimpinan digital yang kuat (Chandrateya, 2025). Hal ini menegaskan bahwa
transformasi digital bukan semata-mata persoalan teknologi, tetapi juga mencakup aspek
kelembagaan, kebijakan, dan penguatan kapasitas sumber daya manusia.

Transformasi digital memiliki potensi besar untuk memperluas akses terhadap layanan publik,
khususnya di wilayah terpencil, melalui pengembangan infrastruktur digital. Namun,
implementasi transformasi digital sering kali dihadapkan pada berbagai tantangan struktural,
seperti kesenjangan digital (digital divide), keterbatasan kapasitas birokrasi, serta praktik tata
kelola yang tidak transparan dan cenderung koruptif. Keberhasilan transformasi digital
memerlukan komitmen politik yang kuat, regulasi yang mendukung, serta integritas dalam
pelaksanaan proyek-proyek digital (Pittaway & Montazemi, 2020). Berbagai kasus
penyimpangan dana menunjukkan bahwa lemahnya tata kelola dapat menghambat, bahkan
merusak, tujuan utama dari transformasi digital. Infrastruktur digital yang semestinya menjadi
fondasi bagi pemerataan akses dan peningkatan efisiensi pelayanan publik, justru dapat
menjadi sarana penyalahgunaan jika tidak diiringi dengan akuntabilitas. Kondisi ini
memperkuat argumen bahwa transformasi digital tanpa disertai integritas dan akuntabilitas
hanya akan memperdalam ketimpangan, merusak kepercayaan publik, dan menghambat
inovasi dalam pemerintahan. Oleh karena itu, transformasi digital di sektor publik harus
dipahami sebagai proses multidimensional yang menuntut sinergi antara teknologi, tata kelola
pemerintahan, dan etika publik. Transformasi ini tidak hanya menyangkut perubahan pada
alat dan sistem kerja, tetapi juga menuntut perubahan pola pikir dan budaya kerja di
lingkungan birokrasi agar benar-benar mampu menciptakan nilai tambah bagi masyarakat.

3. Research Method And Materials

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk mengumpulkan dan
menganalisis data yang relevan mengenai dampak penyimpangan dana dalam proyek BTS 4G
Kominfo terhadap tata kelola E-Government di Indonesia. Pendekatan ini bertujuan untuk
menggambarkan pola penyimpangan yang terjadi dalam proyek digital pemerintah, serta
konsekuensinya terhadap efektivitas layanan E-Government (Bogdan & Taylor dalam
Moleong, 20006). Sebagai strategi utama, penelitian ini menerapkan metode studi kasus dengan
fokus pada kasus korupsi dalam proyek BTS 4G Kominfo. Data dikumpulkan melalui analisis
dokumen, yang mencakup laporan investigasi, hasil audit keuangan, regulasi terkait, serta
pemberitaan media mengenai skandal tersebut. Teknik analisis isi (content analysis)
digunakan untuk mengidentifikasi pola penyimpangan, aktor-aktor yang terlibat, serta
dampaknya terhadap kebijakan digital nasional. Selain itu, studi pustaka dimanfaatkan untuk
menghimpun referensi teoritis dan konseptual dari berbagai sumber, seperti jurnal akademik,
artikel ilmiah, buku, serta laporan dari lembaga antikorupsi dan instansi pemerintah (Nazir,
2003). Studi ini memberikan landasan teoritis yang kuat untuk menganalisis kasus korupsi
proyek BTS 4G, khususnya dalam konteks tata kelola E-Government, transparansi,
akuntabilitas, serta pengaruh korupsi terhadap transformasi digital di sektor publik. Melalui
pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam mengenai
bagaimana praktik korupsi dalam proyek digital pemerintah dapat merusak efektivitas E-
Government, menghambat pembangunan infrastruktur digital, dan menurunkan kepercayaan
publik terhadap inisiatif transformasi digital di Indonesia.

4. Results And Discussion
4.1. Dampak Kasus Korupsi Proyek BTS 4G Kominfo terhadap Tata Kelola E-Government di

Indonesia

Salah satu kriteria dalam penilaian E-Government Development Index (EGDI) adalah
Telecommunications Infrastructure Index (TII), yaitu indeks yang mengukur ketersediaan
infrastruktur pendukung E-Government di suatu negara (Pasya & Reznanda, 2024). TII
mencakup indikator seperti jumlah pengguna internet, jumlah langganan broadband tetap dan
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bergerak (mobile), serta tingkat penetrasi jaringan telekomunikasi lainnya yang mendukung
transformasi digital pemerintahan. Untuk meningkatkan nilai indeks tersebut, pemerintah
Indonesia membangun infrastruktur telekomunikasi melalui perluasan jaringan Base
Transceiver Station (BTS) 4G hingga ke wilayah-wilayah terpencil dan terluar. Namun, upaya
ini menghadapi tantangan serius akibat praktik korupsi yang merusak tujuan dari program
tersebut. Kasus korupsi proyek BTS 4G menjadi salah satu skandal terbesar yang
mengguncang Indonesia pada tahun 2023. Proyek yang semula ditujukan untuk memperluas
akses internet di daerah-daerah tertinggal, justru menjadi ladang penyalahgunaan anggaran
negara. Akibat praktik korupsi tersebut, jumlah menara BTS yang berhasil dibangun menurun
drastis dari target awal 7.904 titik menjadi hanya 5.618 titik (Liputan6.com, 2023). Kondisi ini
menghambat penyediaan akses internet di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T), yang
scharusnya menjadi fondasi penting bagi pemerataan implementasi E-Government.
Keterbatasan infrastruktur ini berisiko memperlebar kesenjangan digital antara wilayah
perkotaan dan pedesaan, serta menghambat distribusi layanan publik berbasis digital secara
merata (Rusdiana, 2024).

Kerugian negara akibat kasus korupsi dalam penyediaan infrastruktur BTS 4G diperkirakan
mencapal Rp8,32 triliun. Angka tersebut mencakup biaya penyusunan kajian pendukung,
penggelembungan harga (mark-up), serta pembayaran atas pembangunan menara BTS yang
belum direalisasikan (NewsDetik.com, 2023). Skandal ini mencerminkan lemahnya sistem
pengawasan dan akuntabilitas dalam pengelolaan proyek digital pemerintah, yang pada
akhirnya berdampak negatif terhadap efisiensi penggunaan anggaran E-Government. Selain
itu, penyalahgunaan anggaran tersebut turut menghambat percepatan pembangunan
infrastruktur digital secara nasional. Ketika dana publik tidak dikelola secara transparan dan
tepat guna, perluasan akses terhadap layanan digital menjadi terhambat. Hal ini
mengakibatkan pelaksanaan transformasi digital tidak berjalan optimal dan cenderung
menghasilkan  ketimpangan dalam pemanfaatan teknologi antarwilayah. Situasi ini
mencerminkan bahwa ketidakterbukaan dan rendahnya akuntabilitas dalam pengelolaan
anggaran proyek digital merupakan hambatan nyata dalam upaya mewujudkan implementasi
E-Government yang efektif di Indonesia (Rinaldi et al., 2021).

Keterlibatan aktor politik, seperti mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G.
Plate, dalam kasus korupsi memberikan dampak negatif terhadap citra pemerintah. Johnny
G. Plate dijatuhi hukuman 15 tahun penjara, dikenai denda sebesar Rpl miliar, serta
diwajibkan membayar uang pengganti kerugian negara senilai Rp15,5 miliar dalam kasus
korupsi pembangunan menara BTS 4G (BBC.com, 2023). Skandal ini turut memengatruhi
tingkat kepercayaan masyarakat terhadap program-program transformasi digital pemerintah.
Menurunnya kepercayaan publik menghambat partisipasi dalam implementasi E-
Government dan memperlambat adopsi teknologi digital di lingkungan birokrasi (Khairudin
et al., 2022). Kondisi ini menegaskan bahwa kepercayaan publik bukan sekadar faktor
pendukung, melainkan komponen utama dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan E-
Government (Syahroni et al., 2023). Kepercayaan publik merupakan fondasi penting dalam
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Kepercayaan tersebut tumbuh dari adanya
persepsi saling menguntungkan antara pihak-pihak yang terlibat, sehingga memungkinkan
tercapainya hasil yang diharapkan (Nawawi, 2012). Kasus ini juga menunjukkan bahwa
keterlibatan aktor politik dalam praktik korupsi tidak hanya merupakan pelanggaran hukum,
tetapl juga memperkuat persepsi negatif bahwa proses digitalisasi dijadikan kedok untuk
kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Hal ini mendorong skeptisisme publik terhadap
motif di balik program digital pemerintah, sekaligus menimbulkan keraguan terhadap manfaat
yang dijanjikan oleh transformasi digital.

Skandal tersebut tidak hanya memengaruhi persepsi publik terhadap transformasi digital,
tetapi juga mengungkap kelemahan struktural dalam tata kelola proyek digital pemerintah,
khususnya dalam aspek pengawasan internal dan keterbukaan informasi. Situasi ini
menunjukkan bahwa prinsip-prinsip good governance, seperti transparansi, akuntabilitas,
responsibilitas, independensi, dan keadilan, belum sepenuhnya diimplementasikan dalam
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pelaksanaan proyek-proyek strategis nasional. Salah satu kelemahan yang paling menonjol
terletak pada tidak adanya pendampingan dari Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (BPKP), yang seharusnya berperan penting dalam memastikan setiap tahapan
proyek sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Ketidakhadiran BPKP
menciptakan celah bagi praktik korupsi akibat lemahnya kontrol terhadap penggunaan
anggaran dan pelaksanaan proyek. Oleh karena itu, reformasi menyeluruh terhadap sistem
pengawasan dan transparansi dalam pelaksanaan proyek digital menjadi sangat penting.
Reformasi ini harus mencakup pembentukan kerangka kerja pengawasan yang bersifat
preventif sekaligus korektif, serta pelibatan aktif lembaga-lembaga pengawas sejak tahap
perencanaan hingga evaluasi. Dengan memperkuat mekanisme tersebut, pemerintah tidak
hanya meningkatkan akuntabilitas publik, tetapi juga memperkecil peluang terjadinya
penyimpangan birokrasi di era digital.

Selain itu, terhambatnya pembangunan infrastruktur BTS 4G turut berdampak langsung
terhadap kualitas layanan publik berbasis digital, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan
terluar (3T). Keterbatasan akses internet menghambat implementasi layanan pemerintahan
digital, seperti administrasi kependudukan, pendidikan, dan layanan kesehatan, yang
seharusnya dapat meningkatkan efisiensi serta aksesibilitas pelayanan publik. Infrastruktur
digital yang memadai merupakan prasyarat utama bagi keberhasilan layanan publik berbasis
digital (Hadi & Widnyani, 2024). Situasi ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur
digital tidak semata-mata berkaitan dengan aspek teknologi, melainkan juga mencerminkan
pentingnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Hal tersebut tergambar jelas
dalam kasus korupsi proyek BTS 4G Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo),
yang memberikan dampak negatif terhadap tata kelola E-Government di Indonesia, mulai
dari kerusakan infrastruktur, kerugian keuangan negara, penurunan kepercayaan publik,
hingga menurunnya kualitas layanan. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah konkret
dalam melakukan reformasi tata kelola, penguatan pengawasan, serta peningkatan
transparansi, guna memastikan keberhasilan transformasi digital pemerintahan dan mencegah
terulangnya kasus serupa di masa mendatang.

4.2. Strategi Pemerintab dalam Memperbaiki Tata Kelola E-Government agar Kasus Serupa tidak
Terulang

Kasus korupsi dalam proyek pembangunan BTS 4G yang melibatkan pejabat tinggi di
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menjadi peringatan serius terhadap
rapuhnya sistem tata kelola E-Government di Indonesia. Skandal ini mengungkap kegagalan
sistemik dalam hal pengawasan, transparansi, dan integritas birokrasi digital, sekaligus
merusak kepercayaan publik terhadap agenda transformasi digital nasional. Oleh karena itu,
pemerintah perlu merumuskan strategi pemulihan tata kelola E-Government yang tidak
hanya bersifat reaktif, melainkan juga struktural, terukur, dan berkelanjutan. Reformasi ini
harus diarahkan untuk membangun sistem digital yang tangguh, akuntabel, dan mampu
mencegah penyalahgunaan wewenang di masa mendatang. Salah satu strategi utama dalam
mencegah praktik korupsi adalah dengan memperkuat prinsip-prinsip tata kelola
pemerintahan yang baik berbasis digital. E-Government seharusnya tidak hanya berfungsi
sebagai platform pelayanan publik, tetapi juga sebagai instrumen pengawasan dan pencegahan
korupsi melalui sistem digital yang mampu merekam setiap aktivitas secara real-time
(Siallagan & Aditia, 2024).

Kasus korupsi dalam proyek BTS 4G menjadi peringatan penting akan perlunya penguatan
tata kelola E-Government, khususnya dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan
terhadap proyek-proyek digital berskala besar. Untuk mencegah terulangnya kasus serupa,
pemerintah perlu mengadopsi teknologi seperti blockchain, guna menjamin proses
pengadaan yang transparan dan sulit dimanipulasi. Selain itu, pemanfaatan big data analytics
dapat membantu mendeteksi anomali dalam penggunaan anggaran secara dini. Partisipasi
masyarakat juga petlu didorong melalui platform digital yang terbuka dan dapat diakses secara
real-time, demi meningkatkan keterbukaan dan akuntabilitas publik. Proyek-proyek strategis
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seperti BTS 4G semestinya diawasi melalui sistem pengendalian internal dan eksternal
berbasis digital yang terintegrasi, yang dapat diakses oleh lembaga pengawas seperti BPK dan
KPK, serta oleh publik secara umum. Efektivitas strategi ini diperkuat oleh hasil studi
komparatif tingkat regional. Analisis data panel terhadap 10 negara ASEAN selama periode
2005-2018 dengan menggunakan metode fixed effect model menunjukkan bahwa adopsi E-
Government dan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) berpengaruh signifikan dalam
menurunkan tingkat korupsi (Aprilla et al., 2024). Temuan ini menegaskan urgensi reformasi
digital dalam tata kelola pemerintahan untuk menekan ruang intervensi politik dan manipulasi
data secara sistematis.

Lebih lanjut, pemerintah perlu memperkuat arsitektur kelembagaan dalam pengawasan digital
guna memastikan pengelolaan E-Government berlangsung secara transparan, akuntabel, dan
berintegritas. Kolaborasi antara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP),
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) perlu
diformalkan melalui pembentukan mekanisme audit digital terpadu serta pengembangan
sistem peringatan dini yang mampu mendeteksi potensi penyimpangan secara cepat dan
akurat. Penguatan pengawasan tidak cukup dilakukan melalui kerja sama antar lembaga
semata, tetapi juga memerlukan keberadaan lembaga penegak hukum yang independen dan
memiliki otoritas yang kuat. Lembaga seperti KPK perlu diberikan landasan hukum yang
lebih kokoh serta perlindungan dari intervensi dan tekanan politik, agar dapat menjalankan
tugasnya secara efektif dan bebas dari konflik kepentingan. Sistem peradilan yang bersih,
independen, dan efisien menjadi elemen penting dalam menjamin bahwa setiap pelaku tindak
pidana korupsi dapat diadili dan dijatuhi hukuman yang setimpal (Rizqy & Putra, 2023). Selain
penguatan kelembagaan dan penegakan hukum, reformasi tata kelola digital juga memerlukan
pendekatan kebijakan yang holistik. Kebijakan publik yang berbasis data dan berlandaskan
prinsip keadilan sosial memiliki peran strategis dalam mendorong transformasi digital yang
partisipatif, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Indiahono & Tobirin,
2021). Dengan memperkuat fondasi kelembagaan, hukum, dan kebijakan secara menyeluruh,
pemerintah dapat membangun ckosistem digital yang bersih, tangguh, dan berkelanjutan.

Selain itu, pemerintah perlu memperkuat tata kelola E-Government melalui reformasi sistem
pengadaan proyek digital, khususnya dengan menerapkan E-Procurement berbasis risiko.
Pendekatan ini menekankan pentingnya penilaian terhadap risiko digital serta pelibatan
masyarakat sipil dalam proses pengawasan pengadaan, sechingga meningkatkan transparansi
dan akuntabilitas (Yazid & Karmila, 2024). Strategi ini juga mendukung penguatan tata kelola
kolaboratif (collaborative governance), di mana pengambilan keputusan tidak hanya
dilakukan secara top-down, tetapi juga melibatkan partisipasi berbagai pemangku
kepentingan. Di tingkat kebijakan makro, pemerintah telah meluncurkan Strategi Nasional
Transformasi Digital yang mengedepankan prinsip kedaulatan data (data sovereignty),
kepercayaan digital (digital trust), dan penciptaan nilai (value creation). Agar strategi ini dapat
diterapkan secara efektif dalam memperkuat tata kelola E-Government, diperlukan indikator
kinerja yang terukur serta mekanisme evaluasi yang dilakukan secara berkala untuk
memastikan implementasinya betjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Melalui
langkah-langkah tersebut, pemerintah tidak hanya merespons krisis kepercayaan publik akibat
kasus korupsi BTS 4G, tetapi juga membangun fondasi E-Government yang kuat, adaptif,
dan kredibel, guna mendukung agenda digitalisasi nasional yang berkelanjutan.

5. Conclusion

Penelitian ini mengungkap bahwa kasus korupsi dalam proyek pembangunan Base
Transceiver Station (BTS) 4G oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika memberikan
dampak serius terhadap tata kelola E-Government di Indonesia. Penyalahgunaan anggaran
sebesar Rp8,32 triliun telah menghambat perluasan infrastruktur digital ke wilayah tertinggal,
mempetlebar kesenjangan digital, serta menurunkan kualitas layanan publik berbasis
teknologi informasi. Selain itu, skandal ini turut merusak kepercayaan publik terhadap
program digitalisasi pemerintah dan memperlihatkan adanya kelemahan sistemik dalam aspek
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pengawasan, transparansi, serta akuntabilitas birokrasi digital. Untuk mencegah terulangnya
kasus serupa di masa mendatang, diperlukan strategi reformasi tata kelola digital yang bersifat
struktural, preventif, dan berkelanjutan. Strategi tersebut mencakup penguatan mekanisme
pengawasan berbasis teknologi, seperti pemanfaatan blockchain dan big data analytics,
pengembangan sistem audit digital yang terpadu, pelibatan aktif masyarakat serta lembaga
pengawas, dan penegakan hukum yang tegas serta independen. Pemerintah juga perlu
membangun arsitektur kelembagaan yang kokoh, mendorong partisipasi publik dalam proses
pengambilan keputusan, serta menjamin setiap tahapan proyek digital dilaksanakan secara
transparan dan akuntabel. Dengan demikian, transformasi digital di sektor publik dapat
berjalan dengan integritas tinggi dan benar-benar menghadirkan manfaat bagi masyarakat
secara luas, sekaligus memperkuat fondasi tata kelola E-Government yang inklusif, responsif,
dan berkelanjutan.
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